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WARTA PERUNDA.~G-UNDANGAN 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 277/MENKES/PER/IV/1988 
TENT ANG 

MENJALANKAN PEKERJAAN TENAGA KESEHATAN 
PENATA RONTGEN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

U-4· 

Menimbang : a. bahwa pendayagunaan, pembinaan 
dan pengawasan pekerjaan tenaga 
kesehatan penata rontgen dalam 
rangka pemerataan pelayanan ke­
sehatan kepada masyarakat meru­
pakan bagian yang tidak terpisah 
kan dari upaya pembangunan kese: 
hatan ; 

b. bahwa sesuai dengan huruf (a) 
te-rsebut diatas dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku maka perlu 
dikeluarkan 'Peraturan Menteri ten 
tang Menjalankan Pekerjaan Tena­
ga Kesehatan Penata Rontgen. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
tent~g Pokok-Pokok Kesehatan. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 
tentang Tenaga Kesehatan. 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 
tentang Wajib Kerja Paramedis. 

4. Peraturan Pemerintah Nomoor 11 
Tahun 1975 tentang Keselamatan 
Kerja Terhadap Radiasi. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta­
hun 1975 tentang Izin Pemakaian 
Zat Radioaktif dan atau Sumber 
Radiasi lainnya. 
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WARTA P,ERUNDA.~G-UNDANGAN U-5 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang di.maksud dalam Peraturan Menteri ini dengan : 

1. Penata Rontgen adalah tenaga kesehatan y~ng be£ 
ijazah Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen 
dan Diploma III Penata Rontgen ; 

2. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin mela-
kukan pekerjaan bagi · tenaga kesehatan P~nata 

Rontgen ; 
3. Direktur Sekolah adalah Pimpinan Pendidikan 

Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Di­
ploma I II Pena ta Rontgen ; 

4. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kese -
hatan di tingkat Kabupaten/Kotamadya ; 

5. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departe -
men Kesehatan ditingkat Propinsi ; 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pe­
layanan Medik Departemen Kesehatan Republik In­
donesia 

7. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik ·Inda-
nesia. 

BAB II 
PELAPORAN 

Pasal 2 

(I) Direktur Sekolah wajib menyampaikan laporan 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang 
berisikan daftar tenaga Penata Rontgen yang 
baru lulus selambat-lambatnya dalam waktu l 
(satu) bulan sesudah diberikan ij azah asli atau 
sesudah yang bersangkutan dinyatakan lulus da­
ri pendidikan. 

(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud 
ayat (I) seperti terlampir .dalam Lampirari I 
peraturan ini. 
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Pasal 3 

(1) Tenaga Penata Rontgen yang dilaporkan seba -
gaimana dimaksud Pasal 2, wajib melaporkan 
diri kepada Kakanwil setempat ditempat seko­
lah yang bersangkutan dengan melengkapi per­
syaratan seperti tersebut dalam Larapiran II 
peraturan ini. · 

(2) Kakanwil meneruskan laporan sebagaimana di­
maksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal se­
lambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
persyaratan dilengkapi. 

Pasal 4 

(1) Kakanwil yang menerima laporan sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 memberikan Tanda Bukti Pe­
laporan. 

(2) Bentuk Tanda Bukti Pelaporan sebagaimana di­
maksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lam­
piran III peraturan ini. 

BAB III 
MASA . BAKTI 

Pasal 5 

(1) Tenaga Penata Rontgen wajib menjalankan Masa 
Bakti pada Sarana Kesehatan Pemerintah seku­
rang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun. 

(2) Untuk menjalankan Masa Bakti sebagaimana di­
maksud ayat (1) Tenaga Penata Rontgen dapat 
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat 
Departemen Kesehatan dipekerjakan/diperbantu 
kan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah atau -
Pegawai Negeri Sipil Hankam atau Anggota 
ABRI. 

Pasal 6 

Tenaga Penata Rontgen untuk dapat diangkat men -
jadi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5 
ayat (2) harus melengkapi persyaratan sesuai pe.E_ 
aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 7 
~· 

Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai me l aksa -
nakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 
(1) dapat mengembangkan karier sebagai Pegawai Ne­
geri atau bekerja pada Swasta. 

Pasal 8 

(1) Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai me­
laksanakan Masa Bakti sebagaimana dimaksud Pa­
sal 5 ayat (1) diberikan Surat Keterangan te -
lah melaksanakan Masa Bakti yang dikeluarkan 
oleh Direktur Jenderal. 

(2) Bentuk Surat Keterangan sebagaimana dimaksud 1 
ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran IV 
peraturan ini. 

BAB IV 
SURAT IZIN KERJA 

Pasal 9 

(1). Tenaga Penata Rontgen yang telah diangkat men­
jadi Calon Pegawai Negeri atau yang telah me­
laksanakan Masa Bakti dapat diberikan SIK yang 
bentuknya seperti Lampiran V peraturan ini. 

(2) SIK diberikan oleh Direktur Jenderal setelah 
memenuhi persyaratan dengan mengajukan permo -
honan seperti terlampir dalam Lampiran VI per­
aturan ini. 

Pasal 10 

(1) Sarana Kesehatan Swasta hanya dapat mempeker -
jakan Tenaga Penata Rontgen yang telah memili­
ki SIK dengan persetujuan Kakanwil atau Kakan­
dep/Kodya Tingkat II. 

(2) Sarana Kesehatan Swasta yang membutuhkan tena­
ga Penata Rontgen harus mengajukan permintaan 
kepada Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II. 

(3) Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II mela -
porkan persetujuan dan pemenuhan kebutuhan se­
bagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Di­
rektur Jenderal. 
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(1) 

(2) 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

Pembinaan dan pengawasan secara 
tingkat pusat dilaksanakan oleh 
deral. 

tehnis 
Direktur 

Pembinaan dan pengawasan secara tehnis 

di 
Jen 

di 
tingkat wilayah dilaksanakan oleh Kakanwil 
atau Kakandep/Kodya Tingkat II. 

Pasal 12 

Dalarn rangka pembinaan dan pengawasan sebagaima­
na dimaksud Pasal 11 dapat mengikut sertakan or­
ganisasi profesi. 

BAB VI 
KETENTUAN ADMINISTRATIF 

Pasal 13 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Men 
teri ini dikenakan sanksi administratif se­
perti diatur dalarn Pasal 11 Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan 
dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 
tentang Wajib Kerja Para Medis. 

· (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dimulai dengan teguran lisan sampai 
pada pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) 
tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat 
dimungkinkan pencabutan lebih dari 1 (satu) 
tahun. 

BAB VII 
KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal 14 

(1) Dengan berlakunya peraturan ini semua keten­
tuan mengenai Penata Rontgen dinyatakan te -
tap berlaku sepanjang tidak bertentangan de­
ngan Peraturan Menteri ini. 
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(2) Bagi Tenaga Penata Rontgen yang belum memiliki 
SIK, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan­
ketentuan peraturan ini selama-lamanya 2 (dua) 
tahun setelah peraturan ini ditetapkan. 

BAB VIII 
P E N U T U P 

Pasal 15 

Hal-hal yang bersifat tehnis, yang belum diatur 
dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Di­
rektur Jenderal. 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar · setiap orang mengetahui, memerintahkan peng -
undangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan -
nya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

J a k a r t a 

13 April 1988 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. M. ADHYATMA, MPH 



NO, NAMA SISWA L/P 

Tembusan 

Kakanwil setempat 

LAMP !RAN 1 : l'ERATURAll MENTER l KESEllATAN R. I 
~O~IOR : 277/Menkes/Per/!V/1988 
Tanggal : 13 April 1988 

LAPORAN LULUSAN PEND!OlKAN PENATA RONTGON 

TEMPAT DAN TANGGAL LAllIR LULUS ALJ\l.tAT 

,. 

!l Tugas belajar dari instansi 

KETERANGAN *) 

'· 

~ 
~ 
tT1 

~ 
~ 
C") 
I 

?2 
~ 
~ 

c: 
I 

....... 
0 

.. 
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NO. 

l. 

2. 

3. i 
I 

4. ! 
s. 
-
<>. 
~ 

7. 

-
8. 

~ 

9. 

10. 

11. i 

12. 

13. 

14. 

LAMPIRA!~ II PERATURAN MENTER! KESEllATAN R. l. 
tlomor : 277/Mcnkes / Per/IV/1988 
Tanggal : 13 April 1988 

DlREll.IORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK 
PEMERll(SAAN BERKAS USULAN PEGAWAI DARU 

SYARAT YANG llARUS DILAMPIRKAN ~~ 
Y.\NG 
ADA - -·· 

L a • a r a n 3 

Salinan Sy ah ljaz.ah yang dilegalisir 3 

Daftar Riwayat llidup ditulis dengan 
tinda hita11 huruf cetak 3 

Surat Keterangan Kelakuan Baik dari 
Polri, berlaku sampai dengan bulan ... 3 

Surat Keterangan Berbadan sehat dari 
Dokter 3 

- ----- -- ---- ------ ·-- - -- -- --- --- -- - - ,__. 
Surat Pcn1yataan tiJak pcrnah dihukWI 3 

Surat Pernyataan tidak pernah terlibat 
dalam gerakan yang menentang Pancasila, 3 
UUD '45, Negara 6 Pemerintah 

Sura.t pernyataan tidak pernah diberhen-
tikan tidak dengan hormat 3 

------ ------ - -·-
Surat pernyataan tidak pernah berkedu-
dukan sebagai Capeg/Pegawai Negeri Sipil 3 

Surat Pernyataan bersedia ditempatkan 
di seluruh wilayah R.l. 3 

Bukti Syah penaalaman kerja 3 

Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 10 leabar 10 

Khusus ba&i pen1an1katan yang menggu-
nakan foniasi pen11anti perlu dilaapirkan: 
- Foto copy SK Pensiun ; 
- Foto copy SK Berhenti 5 
- Foto Copy Meninaaal. 

STrPL ba&i pekarya Kesehatan 3 

Catatan : Di•intakan keknakapan bcrkas dcngan surat No. 
tangaal. 

Diperiksa : 1. Tanagal 
2. 0 l e h 
3, Tanda tangan 

U-11 

·- -

/Y :.n. Med/Kcpeg/ 
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LAMP I RAN II I 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN R.I · 
NOMOR 277/Menkes/Per/IV/1988 
Tanggal : 13 April 1988 

TANDA BUKTI PELAPORAN 

.U-12 

N a m a • . ....- • ~ e e •• e e e ••••• I ••• e •• 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Alamat rumah 

..................... 

Lulusan 

Telah melaporkan diri dikantor kami pada tanggal 

....... , • . . . . . . . . . . . . . . . dan telah kami daftar 

dengan nomor .................................. 

Yang menerima laporan, 

( .... •. . . . . . . . . . . . . ) 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN R.I 
Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 
Tanggal : 13 April 1988 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 
SELESAI MASA BAKTI 

Nomor ·: 

U-13 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 ten­
tang Wajib Kerja Para Medis (Lembaran Negara Repu­
blik Indonesia Tahun 1964 Nomor 106. Tambahan Lem­
baran Negara Republik Indonesia Nomor 2698) dan 
peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No­
mor : 277/Menkes/Per/IV/1987, bahwa kepada : 

N a m a 
Pangkat/Jabatan 
Tempat dan Tanggal lahir 
Pada sarana kesehatan/ 
tempat kerj a · 

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Masa Bakti 
sebagai Penata Rontgen dan kepadanya disampaikan 
penghargaan serta ucapan terima kasih. 

Dikeluarkan di : JAKARTA 
Pada tanggal . . ................... . 

A.n. MENTER! KESEHATAN RI 
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK, 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN R.I 
Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 
Tanggal : 13 April 1988 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT IJIN KERJA 

Nomor : 

U-14 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.277 
/Menkes/Per/IV/1988, Yang bertanda tangan dibawah 
ini, Direktur Jenderal Pelayan Medik Departemen 
Kesehatan ·Republik Indonesia memberikan izin un­
tuk melakukan pekerjaan sebagai Penata Rontgen 
kepada : 

Alamat Rumah 

Alamat Kerja 

Dengan ketentuan sebagai berikut .: 

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta kode etik Ahli Radiografi Indo­
nesia. 

2. Surat Izin Kerja ini berlaku untuk selamanya, 
kecuali pindah alamat kerja atau tidak meme -
nuhi ketentuan yang berlaku. 

Dikeluarkan di - : ..•••............. 
Pada tanggal ......•.......... -. 

DIF.EKTUR JENDERAL PELAYANAN MEOIK 
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-15 

Lampi ran 
Peri.h\il 

L»ll' lllAN VJ l'F.RA11JAAN 1-1£1\'Trn I Ktsi:11xf.l.\ R. I. 
NONOR 277/~tenkes/l'.,r/lV/1~88 

Tanggal: U April 1988 

Permohonan Surat Izin 
i.;crja Tell'aga Kesehatan 
Penata Rontgen.-

Dengan horm;;t_. 

Kepada Ylh, 
llirektur Jenderal i'dayanan Medik 
Departemen !.;eschatan RI 
di • 

JAKAR T A 

Yang bertan~a tangan di bawah ini, 

Nama lenj,!kaf, 
NJP/NRP . 
Tempat dan tanggal ·lahir 
Jenis kelamin 
Lulusan •. 
Tahun lulu'san 
Nomor pcndaftaran 
Tempat bckerja 
Alamat rumah 

•#• o o o. o o o o 0 o o 0 0 0 o o 0 Io o o o o 0 o o o o o o 0 ' 

.......................... ~· .... -.. 

D~ngan ini mengajukan pe.rmohonan untuk mendapatkan Surat Jjin 
Kerja (SJK) di wilayab Indonesia sesuai Peraturan Menteri Ke­
seP:it;n RI Nomor 277/~nkes/Per/IV/191!8, 

Scl>~51i hahan pert imbang.an bcrs.1ma i ni kami la1:1pirkan : 

a 1 r:ito Copy t.anda bukti pel'aporan ; 
b, Sl.lfat keterang:m dari Kepala Unit pelayandn kesehatan yang 

· incnyatakan bahwa ra11g bersangkutan telah bekerja aktif ; 
c·.· Surat keputusan pengar.gk:itan sebagai Cal on Pegawai Negeri 

Si pi l, Pegawai Negeri !)ipi l ·, karrawan s•asta yang dibu!<ti.- .. 
kan dengan surat kepL-tusan penempatan dari llepartcmen Ke­
seilatan ; 

d . Pas photo ukuran 4 x 6 era 2 lemhar ; 
e. St.a;at kctcrangan sefl'at j aSDian i clan rohun i. 

·Demi'l:fan dan terima kasih atas pcrhatian serta tcrkabulnya 
permiJhonan tersebut. iliatas, 

Yang memohon, 
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Menirnbang 

~'.ie:ngingat 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 277/MENKES/PER/IV/1988 

TENTANG 

. ; 

MENJALANKAN PEKERJAAN TENAGA KESEHATA..~ PENATA RONTGEN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pendayagunaan, pernbinaan dan pengawasan pekerjaan 

tenaga .kesehatan penata rontgen dalam rangka pemer~taan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan b~gian 

yang tidak terpisahkan dari upaya pernbangunan kesehe t::m; 

b. bahwa sesuai dengan huruf (a) tersebut diatas dan berda­

sar~an ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber­

laku maka perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang 

Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen. 

1. Undang-U.nda~i.g Nomor 9 Tahun 19 60 tentang Pokok-Pokok 

Kesehatan. 

2. Undang-U.ndang Nomor 6 Tahun 196 3 tentang Tenaga Kese­

hatan. 

3. Undang-U.ndang Nomor 18 Tahun . 1964 tentang Wajib Kerja 

Pararnedis. 

4. 

5. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 

larnatan Kerja Terhadap Radiasi. 

Peraturan 
Pemakaian 

nya. 

Pemerintah Nomor 12 

Zat Radioaktif 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

dan 

Tahun 1975 

a tac Sumber 

ten tang 

ten tang 

Radiasi 

Yang dimaksu<'.l dalarn Peraturan Menteri ini dengan : 

Kese-

:L.zin 

lain-

1. Penata Rontgen adalah tenaga kesehatan yang berijazah 

Asisten Rontgen, Akademi Penata Rontgen dan Diplom~ 

~ 
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2. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin melakuk~~ pekerjaan 
bagi tenaga kesehatan Penata Rontgen; 

3. Direktur Sekolah adalah Pimpina.n Pendidikan 7\sist.:en Rontgen, 

Akademi Penata Rontgen dan Diploma III Penata Ron tgen; 

4. Kakandep adalah KepaJ.a Kan t or Departemen Kesehatan di tingkat 
Kabupaten/Kotamady ci ; 

5. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatAn 
ditingkat Propinsi; 

6. Direk~ur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia: 

1~ Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 

PELAPORAN 

Pasal 2 

(1) Direktur Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertulis 

kepada Direktur Je nde ral yang b e risikan daftar tenaga Penata 

Rontgen yang baru lulus selambat-lambatnya dalam waktu l(satu) 

bulan sesudah diberikan ijazah asli atau sesudah yang ber­

sangkutan dinyatakan lulus dari p endidikan. 

(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimuksud ayat (1) seperti 

terlampir dalarn Lampiran I pera t uran ini. 

Pasal 3 

· (l) Tenaga Penata Rontgen yang dilaporkan sebagaimana dimaketid 

Pasal 2, wajib melaporkan diri kepada Kakanwil setempat di­

tempat sekolah yarg bersangkutan dengan melengkapi persya­

ratan seperti tersebut dalam Lampiran II peraturan ini. 

(2) Kakanwil meneruskan lapo ran sebagaimana dimaksud ayat (1) 

kepada Di.rektur J enderal selambat - lambatnya 1 (satu) bu­

lan setelah persyaratan dilengkapi. 

Pasa.l 4 

·(l) Kakanwil yang men e rima laporan s ebagaimana dimaksud Pasal 3 

memberikan Tanda Dukti Pelaporan. 
(2) Bentuk .•..... 
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(2) Bentuk Tanda Bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

perti terlampir dalam Lampiran III peraturan ini. 

BAB III 

MASA BAKTI 

Pasal 5 

se-

(1) Tenaga Penata Rontgen wajib menjalankan Masa Bakti pada Sarana 

Kesehatan Pemer.intah sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) 

tahun. 

(2) Untuk menjalankan Masa Bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) Te­

naga Penata Rontgen dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri S±pil 

Pusat Departemen Kes2hatan dipekerjakan/diperb."'lntukan atau Pe­

gawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Hankam . atau 

Anggota ABRI. 

Pasal 6 

'l'enaga Pena ta Rontgen untuk dapat diangk a t menj adi Pegawai Negeri 

sebagaimana dimaksud Pasal 5 a y at (2 ) harus melengkapi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Pasal 7 

Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa Bakti 

sebagaimana dimaksud pasal ·5 ayat ( 1 ) dapat .mengembangkan karier 

sebagai Pegawai Negeri atau bekerja pada Swasta. 

Pasal 8 

(1) Tenaga Penata Rontgen yang telah selesai melaksanakan Masa 

Bakti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan Surat 

Keterangan telah melaksanakan Masa Bakti yang dikeluarkan 

oleh Direktur Jenderal . 

(2) Bentuk Surat Keterangan sebagaimana.dimaksud ayat (1) seper­

ti terlampir dalam Lampiran IV peraturan ini. 

BAB IV 

SURAT IZIN KERJA. 

Pasal 9 

(1) Tenaga Penata Rontgen yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai 

Negeri atau yang telah melaksanakan Masa Bakti dapat diberikan 

. SIK yang bentuknva seoert i T.;imni .,.-;:..._ 
. . 

~1 1'"'\. A ,..... ~ .._ • .,,...-- · · - .. 
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(2) SIK diberikan ole:h Direktur Jenderal setelab...memenuhi persya­

ratan dengan mengajukan permohonan seperti terlampir dalam 

Lampiran VI peraturan ini. 

Pasal 10 

(1) Sarana Kesehatan Swasta hanya dapat mempekerjakan Tenaga Pena­

ta Rontgen yang telah memiliki SIK dengan persetujuan Kakanwil 

atau Kakandep/Kodya Tingkat II. 

(2) Sarana Kesehatari Swasta yang membutuhkan tenaga Penata Rontgen 

harus mengajukan permintaan kepada Kakanwil atau Kakandep/Kodya 

•ringkat II. 

(3) Kakanwil atau Kakandep/Kodya Tingkat II melaporkan persetujuan. 

dan pernenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 

kepada Direktur Jenderal. 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

(1) Pembinaan dan pengawasan secara ~ehnis di tingkat pusat dilak­

sanakan oleh Direktur .Jenderal. 

( 2) Pembinaa.1 dan peugawasan sec:ara tehnis di tingkat wilayah di­

laksanakan oleh Kakanwil ata~ Kakandep/Kodya Tingkat II. 

Pasal 12 

Dalam rangka pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 

11 dapat mengikut sertakan organisasi profesi. 

BAB VI 

KE'l'ENTUAN ADMINISTRATIF 

Pasal 13 

( 1) Pelanggaran terha.dap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan 

sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 11 Undang-Un­

dang Nomor 6 Tahun 1963 ~~ntang Tenaga Kesehatan dan Pas~l 4 

Undang-undang Nonor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Para Me­

dis. 
( 2) Tindakan Adminis'..:ratif sebaga.imana dimaksud ayat ( 1) dimulai 

dengan teguran lisan sampai pada pencabutan izin selarna-larna­

nya 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat di-
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Blrn VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

( 1) Deng an berlakunya pere<.turan ini semua k.etentuan mengenai .Pena ta 

Rontgen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Menteri ini. 

(2) Bagi Tenaga Penata Rontgen yang belum memiliki SIK, · wajib me­

nyesuaikan diri dengan k etentuan-ketentuan peraturan ini sela­

rna-lamanya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. 

BAB VIII 

P E N U '11 U · ·p ~ : 

Pasal 15 

Hal-hal yang bersifat tehnis, ·yang b elum diatur dalam peraturan ini 

diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang·rnengetahui, rnemerintahkan pengundangan Peratura~ 

Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indo­

nesia. 

J A K A R T A 

13 April 1988 

INDONESIA, 

MPH 



NO. NAMA SISWA 
-------------------------~ 

Tembusan 

setempat 

.. 

.. ,. 
LAMPll\AN I 

Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor : 217/Men~es/Per/IV/1988 

Tanggal: lJ April 1988. 

LAPORAN LULUSAN PENDIDIKAN PENATA RONTGEN 

L/P TEMPAT DAN TANGGAL L~IR:f LULUS ALAMAT · l KETERANGAN * 
----------~-----~ .- -------- --~-----

I 
I ' I I 

I I f ·---------+--··-----..!----------..;,.._ ____ _,__ ___ _ 

*) Tugas belajar dari i ns t ansi. 



,l 

IAMPIRAN II 
Peraturan ~teri Kesehatan RI 

DIRE!m)RAT JENDERAL PET.AYANAN MEDIK Natnr : 277/ Menkes/Per/IV/19ff8 
PEMERIKSAAN BERKAS USUI...l.\N PEGAWAI BARD Tanggal : 13 April 1988. --------------------

" ·- .. Yg 
NO SYARAT YANG HA..~ DIIAPIRI<AN ·JIB ada ' 

1. L am 3 -·-a r a n '• 

-· 
2. Salinan -Syah--·Ijazah yang dilegalisir .... ... 

. ' .:> " · 

3. Daf tar J:ti_wayat Hid up ditulis dengan tin ta hi tam 3 
huruf cetak 

. . 
.. - -

4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polri, berla- 3 

ku sampai dengan bulan ........ .- ................ 
. .. .. . 

5. Surat Keterangan Ber bad an sehat dari Dokter 3 

. . 

6. Surat Pernyataan ·tidak pernah dihukum 3 

7. ·Surat Pemyataan tidak pernah terlibat dalam ge- 3 ' . 

l 
rakan yang _rrenentang Pancasila, UUD'45, ~Jagz:.ra & 
Perr.erintah. ----···- ·-·-·· -- ·-· . ... 

8. Surat pernyataan tidak pernah dibel..-hel1ti~<:;;~r1 tidak 3 
" - ··-·· " . ·- -.. . . ... .. . 

dengan: ho:onat 

·I --·-·-- .. ···-----·-- I ·I 
-·-··· .. ·------·-··--·-...... 

9. Surat pemyataan tidak pernah berkrot:..:lu:-: Q~ : s-:-~bagai 3 I I 
I ___ .l capeg/Pe:gaw-di Negeri Sipil. I I _J_, ____ .. ....... o·-··-···-~--· · - -· · - - ··· -·· .. "' 

LO • Surat Pernyataan b=>-.rsedia di t01~~~:~:;--~~-:~~~:~~;.~~~~-·1 3 II l 

:_..L . 

~2 . 

---
L 3. 

A . 

.. i I 

wilayah R.I. I . \ 
I I -----·--···-.. ............ -.----··----·~----.------~0 .. 00•• ..... ._,,,,,:·· .. -•o o• O o OH " ~ " - ········-' <• ~ ' 

Bukti Syah pengalaman kerja I 3 i · · · j · 

Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 10··1~:(.:~-i.~-:~;.; ··-·--------\ io ~ -~·-,-r·· · .. -·--_·:· .. -. ~ .... .. ... :.·-:_··.·.·-.· .. · ..... ~.· .. ~ .. ·:.··.·.· ... 
_. ........ -.--... ··-· --·-· - ------·-;-·- .. ..... 

bagi :;:-engangkatan menggunak;:::.· ::: ::·1::rr,asi ~ Khusus yang ( 

pc_ngganti perlu dilartq?irkan : 

- Foto copy SK Pensiun ; 

- F'otd ropy SK Berhenti~ 5 

- Foto c.opy M:ninggal. 

SITPL bagi pekarya Kesehatan 3 

catatan Dimintakan kelengkapan berkas dengan surat No . 

tanggal. 

Diperiksa · 1. Tanggal 

2. Oleh 

3. Tanda tangan: 

I 

I 
.i 
I 
I 

I 
' :l 
\._ ___ ... ____ ..... - ·-·-·--· .. 

I 
I --- ··--·- --·---.. 

/Y;:,..., A'1:,.;;;·:~.:i'.''""O I • 
-... J. .. .. _ _ ..... ··"' ""'".r."' - J•' 



LAMPIRAN III . 
Peraturan · Menteri . .. Kesehatan RI 
Nemer : .277 /Menkes/Per/I.V/19sa 

· T.ang.gal.:13 April :L988. 

TANDA. BUKTT .PELAPORAN 

N am a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tempat dan Tanggal lahir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . 
Alamat rumah ...................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lulusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . ~ . 
Telah mela~orkan dir.i dikantor kami pada tanggal ............ .. . 
dan telan kami daftar dengan nemor : ...................... . ... . 

Yang menerima laporan, 

( ............... ) 



LAMPIRAN IV 
Peraturan Menteri Kesehatan RI . 
Nornor : 277/Menkes/Per/IV/1988 
Tanggal 13 April 1988. 

DEPAR~C'EMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURA'r KETERANGAN 

S'ELESAI MASA BAKTI · 

Nornor : 

Berdasarkan Undang-undang Nornor 18 Tahun 1964 tentang Wajib 
I . 

Kerja Para Medis (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nom6r 106 ·, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

N6rnor . 2698) dan peraturan Menteri Kesehatan Republik .Indonesia 

Nomor : 2:7.:7/Menkes/Per/:tV/l'9-B7., ·bahwa , kepada.".' ·~-: : ;· : . .;. .'. 11.i i - .. -~ 

N am a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pangkat/Jabatan .... ~ .....•...•............ .•... 

Tempat dan Tanggal lahir .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pada· saiana kesehatan/ .......................•..•...•.. 
tenpat kerja 

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Masa Bakti seb-3.gai Pe­

nata Rontgen dan kepadanya disampaikan penghargaan serta uca- ··:;: 

pan terima kasih. 

Dikeluarkan di : JAKARTA 
Pada t~nggal . : . ••••••••.•..• 

A.n. MENTER! KESEHATAN RI 
DIREKTUR JENDERAL .. PELAYANAN MEDIK, . 



LAMPIRAN . V . 
Peratur.an Mentei:i.::Keseha::tiin ·RI 
Nomor . : 2n/.MenkestFer/IV/19·se 
Tangg·~.l 13 . April,:J:9:aa · 

·DEPARTEMEN · KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

~URAT· ·IJ·IN KERJA 

Nomor 

.~kB?i. Perat:Uran M:mteri Keseha·:.an RI No. · .2'77,/Menkes/Per/p/19~, .. 
:Yazi°g bertanda tahgan ·di bawah ini , Dir.elt. tur .Jenbera+ .Pel'ayan. 
~·dik Departemen .Kesehatan Republi.k I~dc..nesia membe:i;ikan .. iti'ti 

·,Un'tuk melakukan pekerjaan sebagai Penata .Rontgen kepad·a : 

·Alamat • Rumah 

. Alamat J.~e~ja 

. ······· ·-;······ .. ···· ··············.······ 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . 

•Dengan ketentuan .sebagai beX:ikut : 

. . 
• • t 

" . .. 

;;1 ·. · :Mentaati P.era·::uran perundan.g-undangan yang berlaku sr.rta 

·kode ·etik Alll L Radiografl. Indone.sia. 
. :-

:.2~.:-. surat • i 'zin Ke;: ja .ini .berlaku untuk sel.amanya, 'kecuaU'. ·.· 
· pinda~ alamat kerja at.au tidak memenuhi · ketentuan · J'.~9 · 

ber·1·axu. 

., 
... ·" 

Dikeluark<:n ·di ............. • <: • • • • • • • 

. . . 
Padtt TancrJal : ............... ...... •• •·•• 

r ' ' 

DIREKTtn· JENDERAL PELAYANAN MBDIK 
DEP AR-TEI .EN KESEHAT~.N REPOBLI!t . INDONESlJ 



• 

Lampi ran 

Perihal Permohonan Surat Izin 
Kerja ~enaga Kesehatan 
Pena.ta Ron.t.g.en. •. - . 

Dengan hormat, 

LAMP I RA,: VI 

Peraturan I4e:nteri Kesehatan RI 
Nomor 2 77 / Menkes/Per/IV /1988 
Tanggal : 13 April 1988. 

Kepada Yth, 

Direktur Jender4l .Pelayanan Med ik 
Departemen Keseha:tan RI 

di 

. J AK ART -A.-

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama lengkap 
NIP/N.RP 

Tempat dan tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Lulusan 

Tahtin lulusan 

Nomor pendaf taran 

Tempat bekerja 

Alamat rurnah 

.... •.• ............. • .• ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tt • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 

.. ................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•..........•.................... 

Dengan ini rnengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin 
Kerja (SIK) di wilayah Indonesia sesuai Peraturan Menteri Ke­

sehatan RI Nomor •. 2.7.7./Me.n.kes/P.er/.IV/J..9.88-•.. , . . : ... . , .••.. . . . . , 

Sebagai bahan pertimpangan bersama ini kami lampirkan : 

a. Foto Copy tanda bukti pelaporan ; 
b. Surat keterangan dari Kepala Unit pelayanan kesehatan yan~ 

menyatakan bahwa yang bersangkut.an telah bekerja aktif; 

c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri 

Sipil, ?egawai 'l~e:ge:ri Sipil, ku.r-.fu.;..;ar • 
. kan dengan surat keputusan penempatan dari Departemcn !~·,~·· 

sehatan; 
d. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm 2 lembar ; 
e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. 

oemikian dan terima kasih atas perhatian serta terkabulnya 

permohonan tersebut diatas. 

• • • • ,. • -. • • • • I • • • • • • • • • • " • • • • • • " • 

Yang memohon, 


